TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB YURIDIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011
Dalmasius
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

ABSTRACK
The next General Election is an Election called vital role in a Democracy. Especially Countries such as Indonesia is a Republic, As for the Institutions it serves to meet the three Principles of Democracy, namely : Popular Sovereignty, The Legitimacy Of Government and The Change Of Government on a regular basis and to the three Principles to ensure awake and implementing the ideals of independence and prevent certain interests in government bodies or substituted popular sovereignty became sovereign rulers of democratic elections is the expectation that every citizen with the right of people every Election can be united with both and in the general election no discrimination that resulted in the Destruction of Democratic Elections.  

When there is no Definite Election, Election Organizer in Indonesia is the Election Commission or the Abbreviated Commission. KPU is a National institution whose jurisdiction covers the entire territory of Indonesia then the Commission is an independent agency to do its job what it is free from the influence of those who want to destroy and inhibit the performance of the Commission.

in carrying out their duties as Election, Organizers burden borne by what it is large because of fatigue in demand Elections quality makes running all Election Stages are the duties and obligations of the Commission, and the Commission guidance in performing tasks on RI law Number 15 of 2011 On General Election.
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I. PENDAHULUAN
Pemilu merupakan pranata terpenting dalam sebuah Negara Demokrasi seperti Indonesia, adapun pranata tersebut berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip Dasar Demokrasi yaitu :Kedaulatan Rakyat, Keapsahan Pemerintahan Dan Pergantian Wakil Rakyat Secara Berkala. Dalam hal ini Pemilu masuk dalam Pergantian Wakil Rakyat Secara Berkala guna memenuhi hak Demokrasi.Dari hal di atas maka jika terdapat Pemilu berarti terdapat penyelenggara yang Menyelanggarakan Pemilihan Umum yang di tugaskan oleh pemerintah untuk melakukan dan melaksankan Penyelenggarakan Pemilihan Umum di seluruh wilayah di Indonesia, dan Penyelenggara Pemilu Di Indonesia adalah lembaga Komisi Pemilihan Umum.
Selanjutnya kinerja KPU perlu di kritisi dan di nilai, guna menjadikan pemilu yang Demokratis KPU berkerja berdasarkan Udang-undang yang telah di tentukan, dalam hal ini maka KPU memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya.Tanggung jawab KPU adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemilihan Umum selanjutnya disebut PEMILU merupakan pranata terpenting dalam sebuah Negara Demokrasi, terlebih lagi Negara yang berbentuk Republik seperti Indonesia, adapun Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip Demokrasi, yaitu :Kedaulatan Rakyat, Keapsahan Pemerintahan, Dan Pergantian Pemerintah Secara Teratur Dan Ketiga prinsip tersebut untuk menjamin terjaga dan terlaksana cita-cita kemerdekaan, serta mencegah bercokolnya kepentingan tubuh tertentu didalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa.
Indonesia adalah negara demokrasi yang mana setiap lima tahun mengadakan pesta demokrasi atau yang biasa disebut PEMILU, dan pada tanggal 9 April 2014 bangsa indonesia mengadakan pemilihan untuk memilih anggota legislatif ( DPR, DPD, dan DPRD ), terkhusus di daerah kabupaten kutai kartanegara yang mana KPUD kutai kartanegara adalah sebagai penyelenggara pemilihan umum. Kemudian wilayah kerja KPU kabupaten kutai kartanegara yaitu terdapat 18 kecamatan.

Menjadikan pemilu yang demokratis adalah tanggung jawab warga negara karna dalam hal ini masyarakat adalah sebagai penentu jalannya pemilihan umum, terlebih lagi bagi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum.KPU adalah lembaga yang bersifat independen serta dalam melakukan tugasnya KPU bebas dari pihak manapun.
Sebagai masyarakat kita perlu meninjau sampai sejauh mana tanggung jawab KPU Kabupaten kutai kartanegara dalam menjalankan tugasnya.Dan tertunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.kemudian hal itu adalah salah satu faktor yang menarik penulis untuk mengangkat judul di atas.
Dari beberapa penjelesan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini partisipasi semua masyarakat juga harus besar, yang mana KPU sebagai penyelenggara serta masyarakat sebagai penentu dan juga terdapat pengawas yang mengawasi jalannya pemilihan umum.Menurut penulis Tanggung jawab adalah ikatan maupun komitmen yang harus dipenuhi oleh pemegang tanggung jawab.Kemudian peraturan adalah ikatan agar penanggung jawab memiliki pedoman untuk berbuat.

DASAR YURIDIS
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum lahir guna mengatur semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta adanya peraturan KPU Nomor 23 tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat.
Yang mana dua aturan diatas mengatur tentang bagaimana Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana ditegaskan dalam bab IV PKPU No 23 Tahun 2013 bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah sebagai berikut :
a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu,

b. Sosilisasi Pemilu

c. Pendidikan politik bagi pemilih

d. Survei atau jajak pendapat

e. Penghitungan cepat hasil Pemilu

f. Pemantauan Pemilu
Serta pasal 6 PKPU Nomor 23 tahun 2013 tentang hak pemilih adalah sebagai berikut :

a. Memperoleh imformasi yang berkaitan dengan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Menyampaikan dan menyebarluaskan imformasi publik terkait dengan Pemilu.

c. Berpendapat, menyampaikan pikiran maupun tulisan.

d. Ikut serta dalam penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilu

e. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu

f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu

g. Melakukan konpirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan penyelenggarakan Pemilu, dan

h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan penyelenggaraan Pemilu.

Beberapa poin di atas adalah hal yang menyinggung tentang penyelenggaraan pemilihan umum, yang mana bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu sangatlah penting dikarnakan masyarakat segai pemilih memiliki hak politik yang sama satu sama lain. Dan dalam hal tersebut maka KPU memiliki tugas yang sangat penting dan bertanggung jawab terhadap jalannya pemilihan umum khususnya di kabupaten kutai kartanegara.
1. Partisipasi masyarakat yaitu keikut sertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, adalam hal ini dapat di rinci sebagai berikut : 

a. Ikut serta mengawasi jalannya pemilihan umum

b. Ambil bagian dalam pelaksanaan pemilihan umum

c. Memberikan hak suara berdasarkan hati nurani

d. tidak diskriminasi

2. tugas KPU kabupaten kutai kartanegara yaitu melaksanakan semua tahapan penyelanggaraan pemilihan umum di 18 kecamatan kutai kartanegara. Serta memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya.

3. Tanggung jawab yuridis KPU melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjadikan pemilu yang demokratis.
II. PERMASALAHAN

Sebagai masyarakat perlu mengetahui sampai sejauh mana tanggung jawab KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugasnya yang didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilu yang berkualitas jujur adil dan terbuka harus dilaksanakan oleh KPU sehingga Pemilu dapat Demokratis. Serta peran terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam Pelaksanaan Pemilu.
III. PEMBAHASAN


KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang di dasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku salah satu contoh adalah Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011, kemudian peraturan tersebut menjadi pedoman KPU dalam menjalankan tugasnya, berikut ini adalah rincian tentang tanggung jawab yang di pegang oleh KPU kabupaten kutai Kartanegara :
1. Tanggung Jawab Yuridis Komisi Pemiihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011
Pemilihan Umum selanjutnya disebut PEMILU merupakan pranata terpenting dalam sebuah Negara Demokrasi, terlebih lagi Negara yang berbentuk Republik seperti Indonesia, adapun Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip Demokrasi, yaitu : Kedaulatan Rakyat, Keapsahan Pemerintahan, Dan Pergantian Pemerintah Secara Teratur Dan Ketiga prinsip tersebut untuk menjamin terjaga dan terlaksana cita-cita kemerdekaan, serta mencegah bercokolnya kepentingan tubuh tertentu didalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi Kedaulatan Penguasa.
Kemudian berikut ini adalah rincian asas penyelenggaraan pemilihan umum yang didasarkan pada pasal 2 Undang-Undang Ri Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, adalah sebagai berikut :

a. Mandiri

b. Jujur

c. Adil 

d. Kepastian hukum 

e. Tertib

f. Kepentingan umum

g. Keterbukaan

h. Proporsionalitas

i. Profesionaltas

Dari beberapa rincian di atas dapat di simpulkan bahwa KPU merupakan Lembaga Negara yang bertugas melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat Independen. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya  bebas dari pengaruh pihak manapun. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU merupakan tanggung jawab besar KPU yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.
Peraturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang mana Undang-Undang ini juga menjadi Dasar Hukum bagi KPU dalam melakukan tugasnya. Didalam Faragraf 3 tentang Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pasal 10 Undang-undang RI No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dapat dirinci oleh penulis sebagai berikut :
a. melakukan penjabaran program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kutai kartanegara.

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten kutai kartanegara berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

c. Membentuk PPK.PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

d. Mengoordinasikan dan/serta mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS.

e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi Kalimantan Timur.

f. Memutahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah kabupaten kutai kartanegara.

g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota legislatif.

h. Melakukan dan mengumumkan repapitulasi penghitungan suara berdasarkan berita acara dari PPK

i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifkat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu.

j. Kenerbitkan keputusan dalam hal pengesahan hasil pemilu untuk anggota legislatif dan mengumumkannya.

k. Mengumumkan calon anggota legislatif yang yang terpilih untuk wilayah kabupaten kutai kartanegara sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan.

l. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kabupaten kutai kartanegara.

m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekertaris KPU kabupaten kutai kartanegara, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasrkan rekomendasi panwaslu dan/atau ketentuan perundang-undangan.

n. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat derkaitan dengan tugas dan wewenang komisi pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang undangan.

Beberapa rincian di atas atas tanggung jawab KPU kabupaten kutai kartanegara yang harus dilaksanakan, selanjutnya tanggung jawab KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah melaksanakan semua Pentahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Tegas dan bijak sana dalam mengambilm keputusan. Wilayah dari Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 18 kecamatan.

2. Peran KPU Mengenai Pelanggaran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Dalam hal ini peran KPU terhadap pelanggaran yang terjadi tidak terlalu besar karna tugas PANWASLU yang sangat besar terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.berdasarkan Udang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalah sebagai berikut :

pasal 10 huruf l serta m

1. menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu

2. mengenakan sanksi administrartif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS, sekertaris KPU dan pegawai sekertariat yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi panwaslu
“KPU diberi mandat oleh undang-undang untuk menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi dan memberi sanksi bagi pelanggar, dan dasar hukumnya seperti yang telah dicatumkan diatas, sebenarnya dalam hal ini peranan KPU tidak terlalu banyak, tetapi peranan panwaslulah yang sangat banyak, mengingat bahwa tugas dan wewenangnya adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.”
Serta berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 77, mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dari persiapan hingga pelaporan KPU Kabupaten.

b. Memberikan rekomendasi kepada KPU kabupaten untuk membrikan sanksi kepada pihak pelanggar.

c. Bersikap tidak dikriminatf dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

d. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana
Dalam hal Menyelenggarakan Pemilihan pada tanggal 9 April 2014 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat kendala apapun yang menyebabkan terhambatnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum.Dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum.Kemudian di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 12 Partai Politik yang menjadi perserta pemilu dan Calon Legislatif yangBersifat Independen.
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari data dan hasil wawancara yang di dapatkan oleh penulis, berpendapat bahwa tanggung jawab KPU adalah melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Khususnya undang-undang ri nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.
Serta penulis memberikan saran agar pengawasan di tengah masyarakat harus lebih baik agar manyarakat tidak mudah di pengaruhi oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab.
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